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Jakarta, Pelita

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB} DPR RI
akan mengawal proses revisi Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

tentang  Organisasi

Kemasyarakatan (Perppu

Ormas) agar menghasilkan produk perundang-

undangan yang. mengakomodir
kepentingan masyarakat.

“Fraksi PKB siap mengawal
revisi Perppu Ormas, dilakukan
sebagai wujud tanggung jaw-
ab kami untuk menghasilkan

produk perundang-undangan

vang mengakomodir aspirasi
dan kepentingan masyarakat,”
kata anggota FPKB Neng Eem
Marhamah Zulfa Hiz di Jakar-
ta, Rabu.

Dia mengatakan persetujuan
pengesahan Perppu Ormas
menjadi UU disertai komitmen
pemerintah untuk melakukan
revisi terhadap Perppu tersebut.

Menurut dia, komitmen
pemerintah itu yang menjadi
pegangan FPKB bahwa pemer-
intah akan mempertimbangkan
berbagai masukan yang telah
kami sampaikan dan akan
memasukkannya dalam revisi
Perppu tersebut.

“FPKB bersama enam frak-

si lainnya yaitu PDIP, Golkar,

NasDem, Hanura, PPP, dan De-
mokrat, menyatakan persetu-
juannya terhadap pengesah-
an Perppu Ormas menjadi Un-

aspirasi dan

dang-undang dan akan dilaku-
kan revisi setelah proses terse-
but. Proses ini nantmya yang
akan kami kawal,” ujarnya.

Begitu pula, Wakil Ketua De-
wan. Pembina Partai Demokrat
Agus Hermanto mengatakan
partainya siap melakukan re-
visi terbatas Peraturan Pemer-
intah Pengganti Undang Un-
dang No, 2 Tahun 2017 ten-
tang Organisasi Kemasyaraka-
tan yang telah disetujui DPR
menjadi UU.

“Kami siap melakukan revisi
terbatas seperti yang diusulkan
Fraksi Partai Demokrat,” kata
Agus Hermanto, di Gedung Nu-
santara III, Jakarta, Rabu.

Dia menilai, Perppu Ormas
merupakan kebijakan yang su-
lit dan berat yang harus diambil
Demokrat untuk menata kehidu-
pan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, dalam pengam-
bilan keputusan terkait Perp-
pu Ormas pada Rapat Paripur-
na DPR, Selasa (24/10), akh-
irnya perppu diterima untuk di-

jadikan UU dan dalam waktu
singkat akan dilakukan revisi
terbatas.

“Dalam waktu yang relatif
singkat nanti akan dilakukan
revisi terbatas pada poin-poin
yang sangat krusial yang men-
jadikan Perppu itu menjadi hal-
hal yang lebih baik apabila di
revisi,” ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla
menegaskan proses penerbitan
Peraturan Pemerintah Penggan-
ti Undang-Undang (Perppu) No.
2 Tahun 2017 tentang Organ-
isasi Kemasyarakatan (Ormas)
telah sesuai konstitusi.

“Begini, Perppu ini pada
dasarnya kalau undang-un-
dang yang ada, pemerintah ka-
lau mau membubarkan harus
lewat pengadilan, jadi pengadi-
lan yang memutuskan akhirnya.
Perppu ini dibalik sedikit, pemer-
intah membubarkan, kemudian
yang tidak setuju dibawa ke pen-
gadilan,” kata JK di Kantor Wakil
Presiden, Jakarta, Rabu.

Pernyataan Wapres tersebut
disampaikan untuk menangga-
pi pre dan kontra penerbitan
Perppu tentang Ormas dan ang-
gapan bahwa pemerintah seme-
na-mena dalam penetapannya.

“Jadi katakanlah HTI dibuba-
rin, dia pergi ke pengadilan. Ka-
lau pengadilan mengatakan ti-
dak sah, ya, ndak. Tapi kalau
dulu, pemerintah tidak setuju,
bawa ke pengadilan. Prinsip
pokoknya, keadilan tetap ada,”
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ujar Wapres.

Ormas Hizbut Tahrir In-
donesia (HTI) vang dibubar-

kan Kementerian Hukum dan
" HAM pada 19 Juli 2017 den-
gan dasar perppu tersebut, juga
telah mengajukan uji materi ke-
pada Mahkamah Konstitusi.

Setelah DPR mengesahkan
Perppu No. 2 Tahun 2017 ten-
tang Ormas tersebut menjadi
undang-undang dalam Rapat
Paripurna DPR RI pada Selasa
(24 /10), maka semua permoho-
nan uji materi Perppu tersebut
di MK secara otomatis gugur.

Oleh karena itu, Wapres.

menegaskan pemerintah tidak
bertindak semenas<inena kare-
na telah melakukan prosesnya
sesuai konstitusi, hanya saja al-
urnya dibalik.

Sementara itu, Wakil Sekre-
taris Jenderal DPP Partai Am-
anat Nasional (PAN) Saleh Par-
taonan Daulay mengatakan
ada banyak kejadian undang-
undang vang sudah disetujui
DPR dan disahkan kemudi-
an dibatalkan banyak klausul-

nya oleh Mahkamah Konstitu-
- si (MK).

“Begitu pula dengan Per-
aturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Ta-
hun 2017 tentang Organisasi
Kemasyarakatan yang disetujui
DPR menjadi Undang-Undang.
Itu salah satu bagian dari kein-
dahan demokrasi kita,” kata
Saleh melalui pesan singkat di

Jakarta, Rabu. ;

Saleh mengatakan seteiah di-
setujui DPR pada paripurna Se-
lasa (24/10), Undang-Undang
Ormas tinggal diberi penomo-
ran dan dicatatkan di lembaran
negara. Setelah itu, maka pelu-
ang untulk pengajuan uji mate-
rial ke MK bisa dilakukan.

“Apalagi, sejak Perppu Ormas
dikeluarkan, sudah banyak ke-
lompeok masyarakat yang me-
nolak. Di MK, semua tuntut-
an yang seclama ini disuarakan
bisa disampaikan dan diuji se-
cara objektif,” tuturnya.

Melihat wacana dan pendapat
yang sebelumnya muncul ter-
kait penolakan Perppu Ormas,
Saleh menilai'sangat terbuka
kemungkinan Undang-Undang
Ormas dibatalkan oleh MEK.

PAN_ sendiri menilai perjuan-
gan secara politik untuk me-
nolak "Perppu Ormas menjadi
Undang-Undang sudah dilaku-
kan secara maksimal, meskip-
un pada akhirnya partai-partai
lain lebih banyak yang mendu-
kung Perppu tersebut.

Paripurna DPR pada Selasa
(24 /10) menyepakati Perppu
Ormas disahkan menjadi Un-
dang-Undang melalui pengam-
bilan suara terbanyak.

Dari 445 anggota DPR yang ha-
dir, 314 anggota dari tujuh frak-
si setuju Perppu Ormas disah-
kan menjadi Undang-Undang
sedangkan 131 anggota dari tiga
frakksi menolak. M (ant/zis)
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